ISSN 2355-6056

PRINSIP-PRINSIP LELANG PENGADAAN BARANG DAN JASA
t UNTUK MENGHINDARI PERSEKONGKOLAN TENDER
DALAM KERANGKA HUKUM ANTI MONOPOLI

nw Pewmy

Budi Haryanto'

'Staf Pengajar, Universitas Panca Marga
budi_kip@upm.ac.id'

Abstract

The government policy in the development of economy within the New Era Order has resulted many
progresses. This is showed by the increasing economic growth, one of those is the increasing of people
wealthy. But in a fact, the business chances created within the last three decades hasn't made all the
society to be able and participate in the development of some economic sectors. The most progressing of
private sectors, in the reality are the result Jirom the poor business competitive condition, The above
Phenomena has been in progress and supported by the relationship relating between the decision maker
and the business actors, either in direct or un direct, so that can change the situation. The national
economic holding is less to reveal the Economic Democratic Principles which is instructed in the section
33 UUD 1945 and has a tendency to show the motif of monopolistic, and this, can endanger the society
interests as a whole. The appearing of conglomerate, the glant corporation, and the group of power
businessmen which is not supported by sincerely entrepreneurship spirit, and take it easy to dominate the
Indonesian economy in monopoly and this is one of the factors causing the economy defense becomes

weak and unable to compete.

The tender conspiracy determining the winner’s is caused not 1o run out the holding tender principles

of material and service Jitting with Kepres No. 80 Ye

service, therefore those activities can result in the

ar 2003 about the holding guidelines of material and
unwell business competition and it's contrast with the

holding tender implementation purpose of material and service, that is efficient, effective, transparent,
indiscriminative, and accountable. The application of holding tender principles of material and service is
performed to avoid the possibility of tender conspiracy boih in vertical and hori=ontal

If the business actors is proved to do the tender conspiracy i

n tender process resulting in monopoly

practice and the unwell business competition fitting with the criteria determined by UU No. 5 Year | 999,
consequently KPPU can perform the investigation and give the sanction such as administrative action and
Jine towards the actors. Even the civil court can give the main criminal sanction and subsidiary if the
business actors are proved to perform the violation of law 1owards ( U Anti Monopoli.

Keywords: Anti Monopoly Law, Tender Principles, Law Enforcement.

PENDAHULUAN

Indonesia  dalam  melaksanakan pembangunan
ekonominya selain memerlukan pertumbuhan  dunia
usaha, juga menuntut pemerataan «kesempatan secara
sehat. Hal ini hanya mungkin bila kita memberikan
pondasi, floor yang baik kepada prakarsa dari pengusaha
kecil, diberikan kebebasan dan fasilitas dalam rangka
Undang-Undang Persaingan Usaha Yang Sehat, agar
konglomerat tidak menjadi penghalang (entry barier)
bagi pengusaha kecil. " Kekuatan pasar, individu dan
bisnis diberi hak dan kesempatan seluas-luasnya untuk
menjadi kaya, besar dan raksasa, dengan tidak
menghalangi kebebasan kreatif orang lain.

'Cides, 1997, Undang-Undang Persaingan, Suatu Upaya
Mendorong  Persaingan Sehat, Jakarta, Center for
Information and Development Stadies, hal. 57

61

Peluang-peluang usaha yang tercipta selama tiga
dasawarsa yang lalu dalam kenyataannya belum
membuat  seluruh  masyarakat mampu  dan  dapat
berpartisipasi dalam pembangunan diberbagai sektor
ekonomi. Perkembangan usaha swasta selama periode
tersebut, di satu sisi faktanya diputar balikkan dan tidak
sesuai dengan kenyataan (diwarnai terdistorsi).? Di sisj
lain, perkembangan usaha swasta dalam kenyataannya
sebagian besar merupakan perwujudan dari kondisi
persaingan usaha yang tidak sehat. Fenomena di atas
telah berkembang dan didukung oleh adanya hubungan

*Baca pula alenia ke tiga penjelasan umum atas Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor § Tahun 1999
tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan
Usaha Tidak Sehat. Perkemban gan usaha swasta selama
periode tersebut, di satu sisi di warnai oleh berbagai
bentuk kebijakan pemerintah yang kurang tepat sehingga
pasar menjadi terdistorsi.
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e
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Prinsip-Prinsip Lelang Pengadaan Barang & Jasa

1. Perjanjian yang dilarang (Pasal 4 - Pasal 10).
2. Kegintan-Kegiatan yang dilarang (Pasal 17 —
Pasal 24);

Posisi Dominan (Pasal 25 - Pasal 29):
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Pasal 30 —
Pasal 46)

)

Pasal 29):

i

Ketentuan lain-

n (Pasal 50— Pasal 53)

Pencrapan Prinsip-Prinsip Lelang Pengadaan B

dan Jasa Guna Menghindari Persekongkolan T
Berdasarkan Undang-Undang Nomor S Tahun 1999

terdapat 3 (tiga) benuk kegiatan persekongkolan yang.

dilarang, sebagaimana diatur dalam

a. Pasal 22 discbutkan bahwa pelaku ussha dilarang
bersekongkol dengan pihak lain untuk  mengatur
dan

tuk 0

Jatau_menentukan pemenang tender_sehingga
dapat mengakibarkan terjadinya_persaingan usaha
tidak schat. Pihak lain di sini tidak terbatas hanya
emerintah saja, bisa swasta atau pelaku usaha yang
fut seta dalam  pelaksanaan tender  yang
bersangkutan.

‘Budi Haryanto
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pengadaan barang dan jasa, _pen gjase.
penyedia barang/jasa dan para pihak yang terkait dala
pelaksanaan pengadaan barang dan jase -
Ctika yang tertuang dalam Pasal 5 Kepres Rl Nomor 85
Tahun 2003, hal ini dilakukan untuk mengh

kemungkinan teriadinya persekongkolan tender. A

~
dalam Pasal $ Kepres tersebut berbunyi sebagai berikut:

PRINSIP PRINSIP LELANG PENGADAAN BARANG DAN JASA

PRINSIP-PRINSTP LELANG

MENCIPTAKAN PELAKSANAAN TENDER
'SESUAI PRINSIP-PRINSIP LELANG

VU No. § Tahun 1999
| Kepres No.80 Tahun 2003
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